
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG
PENERAPAN STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektifitas, transparansi, dan
akuntabilitas laporan keuangan Kementerian Agama, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerapan
Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)
sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1114);

7. Peraturan ...



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1617);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013
tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK
215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah
pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1619);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK
219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1623);

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana
Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan
Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERAPAN
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama yang
meliputi Kebijakan Akuntansi Kementerian Agama dan Sistem
Akuntansi Kementerian Agama (SAKA) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja pada
Kementerian Agama.

KETIGA : Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Kementerian Agama sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2015.

KEEMPAT ...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN


